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PUTUSAN
NOMOR 306/Pdt.G/2022/PN. Tng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara perdata
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan antara:

KOMANG ANI SUSANA, beralamat di Jalan Kiasnawi N0.102 RT.02/RW.07,
Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor Christian, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “VICTOR
CHRISTIAN & PARTNERS?”, beralamat di Gedung Kolla Space
(samping Alfamart Sabang) Jalan H. Agus Salim No. 32 B, Kebon
Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya memberikan kuasa
kepada Moch Edi Priyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum “EP & PARTNERS”, beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan Il Cikokol, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 April 2023, dan selanjutnya memberikan kuasa
kepada Lina Novita, S.H.,,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum “LC & Co”, beralamat di Jalan Bulungan No.64,
Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023, disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

1. PT PARAMOUNT ENTERPRISE INTERNATIONAL (selanjutnya disingkat
menjadi PT PARAMOUNT), berkedudukan di CBD Gading Serpong
Boulevard Lot 1 Distrik Utara, BA - 4 No0.40 - 45, Pakulonan Barat,
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang diwakili oleh Ir. Ervan Adi
Nugroho selaku Presiden Direktur dan Ir. Aryo Tri Ananto selaku
Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinier Mayas,
S.H.,, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
“REINIER, ALBERT & REKAN?”, beralamat di Jalan Boulevard Timur
Blok NB No0.49, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022, disebut sebagai Tergugat;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, beralamat di Jalan
H. Abdul Hamid Kav 8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang
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diwakili oleh Nugraha, S.H.,M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Maiyarni, S.H.,S.SIT, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 April 2022, disebut sebagai Turut Tergugat I,

3. PEMILIK 3 RUKO DEKAT GERBANG ALICANTE BOULEVARD BLOK B
38, BLOK B 39 dan BLOK B 50 atas nama NINIK PUJI ASTUTI,
beralamat di Jalan H Kelik N0.34 RT.003/RW.008, Kelurahan Kelapa
Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, disebut sebagai
Turut Tergugat II;

4. PEMILIK RUKO ALICANTE BOULEVARD BLOK A 73 dan BLOK A 76
atas nama LANNY CHAYADI, beralamat di Jalan Sisimangaraja
No.543 Ling 1 RT/RW -/00, Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang,
Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jamin
Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum “JAT & Co Law Firm”, beralamat di Ruko Glaze 2D
No.17 Paramount Garding Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, disebut sebagai Turut
Tergugat Ill;

5. PEMILIK RUKO ALICANTE BOULEVARD BLOK A 75 atas nama
MAGDALENA ONGKOWIJOYO, beralamat di Muara Karang Blok 1
x 5/9 RT.005/RW.013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota
Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jamin
Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum “JAT & Co Law Firm”, beralamat di Ruko Glaze 2D
No.17 Paramount Garding Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, disebut sebagai Turut
Tergugat IV,

6. PEMILIK RUKO ALICANTE BOULEVARD BLOK A 77 dan BLOK A 78
atas nama PT SEKAWAN BANGUN, beralamat di Ruko Alicante
Boulevard A/77, yang diwakili olen Haryono selaku Direktur Utama,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jamin Ginting,
S.H.,M.H.,M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum “JAT & Co Law Firm”, beralamat di Ruko Glaze 2D No.17
Paramount Garding Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 April 2022, disebut sebagai Turut Tergugat V;
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7. PARA PEMILIK RUKO DI TIMES SQUARE vyaitu:

1. RUKO 80318 dan 80518 atas nama WILLY SANTOSA, beralamat di
Jalan Cokroaminoto No0.114 RT/RW.010, Kelurahan Pandean,
Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn, dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum “JAT & Co Law Firm”, beralamat di
Ruko Glaze 2D No.17 Paramount Garding Serpong, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

2. RUKO 80618 dan 80718 atas nama LYDIA SANTOSO, beralamat di
Jalan Pinang Emas X/UC.20, RT.010/RW.003, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “JAT & Co Law
Firm”, beralamat di Ruko Glaze 2D No.17 Paramount Garding
Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
April 2022;

3. RUKO 80818 dan 80918 atas nama SURYA GUNAWAN WIDJAJA,
beralamat di Jalan Garden Utama No0.28 RT.014/RW.005, Kelurahan
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “JAT & Co Law
Firm”, beralamat di Ruko Glaze 2D No.17 Paramount Garding
Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
April 2022;

4. RUKO 81018 atas nama LIOE LIE FONG, beralamat di Jalan KB Jeruk
XII/10 RT.012/RW.005, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman
Sari, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.
Jamin Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum “JAT & Co Law Firm”, beralamat di Ruko Glaze
2D No.17 Paramount Garding Serpong, Tangerang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

5. RUKO 81518 atas nama KARNADI KUISTONO, beralamat di Jalan
Bona Indah A6/10 RT/RW.006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H.,M.Kn, dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum “JAT & Co Law Firm”, beralamat di
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Ruko Glaze 2D No.17 Paramount Garding Serpong, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;
6. Ruko 81618 atas nama CLAUDIA SEPVIANI,

Bahwa kesemuanya disebut sebagai Para Turut Tergugat VI;

8. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Cq. DINAS TATA RUANG Dan
BANGUNAN Cqg. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, beralamat di Jalan H. Somawinata No.1,
Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang
diwakili oleh Drs. Soma Atmaja, M.Si selaku Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Sirait,
S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Mei 2022, dan selanjutnya memberikan kuasa
kepada H. Deden Syuqron, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum “SYUQRON & PARTNERS”, beralamat
di Jalan Hartono Boulevard Blok R 27, Modern Land, Kota
Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022,
disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22

Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tangerang pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Register 306/Pdt.G/

2022/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Kartu
Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan 367101410
5570001 yang diterbitkan di Kota Tangerang.

B. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT
TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT Ill, TURUT TERGUGAT IV, TURUT
TERGUGAT V, PARA TURUT TERGUGAT VI DAN TURUT TERGUGAT
Vil
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. Bahwa Tergugat adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
yang adalah Badan Hukum sehingga merupakan persona standi in
judicio, yang dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
melanggar hak orang lain (dalam hal ini Penggugat), bertentangan
dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian
dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berdaku dalam
masyarakat, perbuatan dimaksud mengandung  kesalahan,
mengakibatkan kerugian dan terdapat hubungan sebab akibat antara
kesalahan dengan kerugian bagi orang lain (dalam hal ini Penggugat).
Dimana Tergugat secara tanpa hak menguasai, memanfaatkan,
memperoleh keuntungan dan atas dasar yang tidak sah melakukan
pendaftaran hak atas tanah di atas areal tanah yang adalah sebenar-
benamya milik Penggugat, membangun Ruko-Ruko diatas tanah
Penggugat yang kemudian dijual kepada pihak ke 3 yaitu Turut
Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan
Para Turut Tergugat VI dengan cara melawan hukum;

II. Bahwa Tumut Tergugat | adalah instansi pemerintah yang
bertanggungjawab atas proses pendaftaran hak atas tanah, yang tanpa
dasar dan tertib administrasi bahkan melakukan Maladministrasi dengan
menerbitkan dan memberikan hak atas tanah kepada pihak yang
seharusnya tidak berhak atas tanah dimaksud yaitu kepada Tergugat,
Turut Tergugat I, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat
V dan Para Turut Tergugat VI di atas tanah hak milik orang
lain sebagaimana bukti kepemilkan tanah yang ada dan
dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini pemilik tanah sebenamya
yaitu Penggugat;

lll. Bahwa Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV, Turut
Tergugat V dan Para Turut Tergugat VI adalah para pihak yang
membeli Ruko-Ruko Alicante Boulevard Blok A 73 sampai dengan Blok
A 78 dan Ruko Alicante Boulevard Blok B 38, Blok B 39 dan Blok B 50,
Ruko Times Square unit 80318 sampai dengan unit 81618 yang dijual
oleh Tergugat yang mana Ruko-Ruko yang dimaksud dibangun diatas
tanah milik Penggugat (bidang 155 dan bidang 139);

IV. Bahwa Turut Tergugat VIl adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang cq
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan cq Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah instansi pemerintah yang

Halaman 5 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam proses penerbitan IMB, dimana IMB tersebut
seharusnya tidak berhak diberikan pada TERGUGAT karena tanah
yang dimaksud yaitu bidang N0.139 dan bidang No0.155 merupakan
milik Penggugat;
C. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN
I.  Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA
Khusus Tangerang melalui pertanggungjawaban perdata berdasarkan
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia, yang bunyinya “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan
dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,
sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh
hakimyang jujur, adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

II. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Klas
IA Khusus Tangerang melalui mekanisme pertanggungjawaban
perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan “Setiap perbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”;

D. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan luas areal lebih
kurang 19.000 M2 (sembilan belas ribu meter persegi), terdiri dari 13 (tiga
belas) bidang tanah, terletak di Blok 010 Kelurahan Medang, Kecamatan
Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan
bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan PPAT/Camat
Legok berasal dari tanah milik adat;

2. Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah milik Penggugat pada saat
ini secara fisik telah dikuasai Tergugat secara melawan hukum. Tergugat
menguasai, menggunakan dan membangun di atas tanah Penggugat
berdasarkan ljin Lokasi/Site Plan Nomor: 652.2/212-RT DRT/2012
tertanggal 9 Agustus 2012 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
Nomor: 05083 Tahun 2012, Nomor: 05080 Tahun 2012, Nomor: 05081
Tahun 2012 secara tidak sah dan melawan hukum. Tergugat belum
pernah melakukan kewajibannya berupa pembayaran ganti rug atau
pembebasan lahan milik Penggugat;
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3. Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang tanpa alas hak dan
melanggar hak azasi manusia yakni pada bulan Juni tahun 2012 menggusur
dan menggunakan bidang fisik tanah milik Penggugat secara melawan
hukum, karena dipergunakan untuk dijual kepada pihak konsumen atau
pihak lain tanpa hak. Bahwa asli bidang tanah Penggugat telah dibangun
Jalan Raya Boulevard, rumah-rumah mewah dan ruko-ruko yang dibangun
diatas tanah milik Penggugat selanjutnya tanpa merasa bersalah dijual
kepada pihak lain seolah-olah tanah miliknya sendiri;

4. Bahwa Tergugat bersama Turut Tergugat | telah melakukan perbuatan
melawan hukum yaitu melakukan rekayasa peta posisi tanah tanah milik
Penggugat. kemudian berdasarkan peta yang sudah direkayasa tersebut
Tergugat mengajukan permohonan HGB atas nama Tergugat kepada Turut
Tergugat |, akan tetapi gambar ukur HGB nya mengambil fisik tanah milik
Penggugat;

5. Bahwa Penggugat kemudian melaporkan ke Kelurahan Medang masalah
fisik tanah tanah Penggugat yang sudah berubah fisiknya akibat perbuatan
Tergugat. Sehingga pada tanggal 20 September 2012 Lurah Sugani,
S.Sos,MM mengecek semua AJB milik Penggugat yang kemudian
Penggugat diberikan surat keterangan N0.593/23/-Kel.Mdn;

6. Bahwa sesudah tanah Penggugat digusur, sejak bulan Juni 2012
Penggugat sudah berkali kali bersurat ke Kantor Turut Tergugat I, yaitu
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Rl dan Kantor Badan Pertanahan Rl agar pembuatan
SHGB diatas tanah Penggugat tidak dilanjutkan, oleh karena dasar
pembuatan HGB atas dasar melawan hukum vyaitu dengan cara
merekayasa posisi tanah Penggugat/memalsu peta tetapi tidak mendapat
tanggapan sehingga Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Komnas
Ham;

7. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mendapat peta dari Kantor Turut
Tergugat |, yang ternyata posisi tanah tanah Penggugat telah berubah dari
posisi yang sebenamya. Kemudian untuk memastikan sudah terjadi
pelanggaran yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat |, pada tahun
yang sama yaitu tahun 2012 Penggugat ke Kantor PBB dan terbukti bahwa
ke 13 bidang tanah Penggugat posisinya di Kantor PBB berbeda dengan
posisi di Kantor Turut Tergugat I;

8. Bahwa sesudah Penggugat mengadu ke Komnas Ham selang beberapa
hari kemudian akhimya diadakan gelar kasus sesuai dengan mekanisme
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penanganan sengketa pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Banten yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut
Tergugat | dan dihadiri juga oleh Lurah dari Kelurahan Medang;

9. Bahwa Gelar Kasus oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten ini
dilaksanakan sebagai bentuk keberatan atas proses pendaftaran hak atas
tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dimana di atas tanah
milik Penggugat sedang diproses Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Oleh karenanya
perlu dilakukan permohonan pembatalan atas Hak Guna Bangunan (HGB)
berdasarkan pengaduan Penggugat dimaksud yaitu atas Sertipikat HGB
Nomor : 05083 Tahun 2012, Nomor: 05080 Tahun 2012, Nomor: 05081
Tahun 2012, atas nama PT Paramount;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Notulen Gelar Kasus
Nomor: 10/X1/2012/PPSKP tertanggal 6 Agustus 2012, dengan kesimpulan
Gelar Kasus dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan bukti authentik yaitu Akta Jual Beli yang dibuat
dan dihadapan PPAT/Camat Legok Drs. H. Daryanto disimpulkan
bahwa Penggugat berhak atas kepemilikan tanah sebanyak 9
(sembilan) bidang tanah, terletak di Kelurahan Medang, Kecamatan
Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang diakui Tergugat belum
dibebaskan;

b) Bahwa untuk memastikan letak fisik tanah dimaksud perlu dilakukan
pengukuran dengan mengajukan permohonan secara langsung
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang / Turut Tergugat I;

c) Bahwa pihak Tergugat harus mempersilahkan / memberikan
ruang kepada Turut Tergugat I, untuk melakukan pengukuran yang
diajukan Penggugat;

d) Setelah selesai pengukuran, hasinya akan dilaksanakan
Gelar Kasus kembali untuk dapat diketahui dan mencarikan solusi
penyelesaiannya;

11. Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan pengukuran
tanahnya kepada Turut Tergugat |, pada tanggal 4 Oktober 2012 dan untuk
itu Penggugat juga telah melakukan kewajibannya berupa pembayaran
biaya pengukuran dan pemetaan tanah. Namun pada saat kegiatan
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Tergugat melakukan
tindakan berupa menghalang-halangi, yaitu dengan mengerahkan satpam

perusahaan sebagai upaya menggagalkan proses pengukuran tanah yang
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dilakukan Turut Tergugat | padahal pengukuran ini berdasarkan hasil Gelar
Kasus yang telah dilaksanakan sebelumnya dan sudah disetujui juga oleh
Tergugat;

12. Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat sesungguhnya pernah
menawarkan pembayaran kepada Penggugat atas tanah yang dikuasai
Tergugat dimaksud, namun harganya tidak sesuai dengan harga pasaran
pada saat itu, dengan menentukan harga tanah secara sepihak. Adapun
penawaran harga tanahnya sangat murah dan tidak sesuai dengan harga
pasar yang seharusnya atau harga yang tidak dikehendaki Penggugat. Hal
ini membuktikan bahwa Tergugat secara jelas mengetahui bahwa tanah-
tanah tersebut memang milik Penggugat. Bahkan pada Tahun 2011
Tergugat yang diwakili oleh Bapak Harry (Karyawan PT Paramount) pernah
datang ke umah Penggugat untuk menawar tanah-tanah milik Penggugat,
tapi tidak ada kecocokan harga;

13. Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada
Komisi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI)
dan berdasarkan surat KOMNAS HAM Nomor: 012/K/PMT/1/2014 Tanggal
07 Januari 2014, KOMNAS HAM RI telah mengirim surat kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI, perihal tindak lanjut Rekomendasi
Penyelesaian Permasalahan Lahan Penggugat dan evaluasi pencabutan
HGB atas nama PT Paramount Serpong;

14. Bahwa KOMNAS HAM RI telah melakukan serangkaian penyelidikan
dengan memeriksa dokumen, peninjauan tokasi dan seluruh pihak termasuk
Badan Pertanahan Nasional RI, Kanwil BPN Provinsi Banten, Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten
Tangerang, Lurah dan jajarannya di Kelurahan Medang, PT Paramount dan
Ny. Komang Ani Susana (Penggugat) serta beberapa orang saksi lainnya
salah satu menyimpulkan bahwa:

Bahwa atas persoalan tersebut terindikasi pelanggaran hak
azasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan yang diatur dalam Pasal
36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999
Tentang Hak Azasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak mempunyai milik, baik sendiri-maupun bersama-sama
dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa
dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum" dan
tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-
wenang dan secara melawan hukum®;
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15. Bahwa KOMNAS HAM RI telah menerbitkan rekomendasi Nomor:
2.08/K/IPMT/VI/2013 tertanggal 31 Juli 2013 kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional Rl untuk:

a) Menindaklanjuti secara objektif dan prefesional hasil gelar
kasus Nomor: 10/IX/2012/PPSKP tertanggal 6 Agustus 2012 yang
dilakukan oleh Kanwil BPN Banten dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang datam rangka penyelesaian Permohonan
Pembatalan Hak Guna Bangunan an. PT Paramount terletak di
Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang,
hal itu guna memastikan kewibawaan negara dihadapan masyarakat
dan perusahaan;

b) Menjamin dan memastikan bahwa dimasa depan, dalam proses
pengukuran lahan yang dimohonkan perusahaan, perorangan dan
atau institusi selalu melibatkan pihak Kelurahan / Desa dan pemilik
lahan yang berbatasan guna menjamin akuntabilitas produk yang
diterbitkan Badan Pertanahan Nasional RI;

16. Bahwa KOMNAS HAM RI sudah mendesak untuk melakukan pertemuan
dan atau koordinasi bersama dengan Kepolisian Rl dan KOMNAS HAM RI
sebelum melakukan pengukuran tersebut guna memastikan bahwa
pelaksanaannya tidak terganggu / mendapatkan penghalang-halangan dari
PT Paramount (Tergugat) serta mendesak melakukan evaluasi dan
pencabutan atas seluruh HBG PT Paramount (Tergugat) jika manajeman
PT Paramount tetap menghalangi pelaksanaan kewenangan BPN RI dan
jajarannya datam pelaksanaan pengukuran, karena perilaku PT Paramount
Serpong tersebut menunjukkan bahwa negara telah kalah/tunduk terhadap
entitas bisnis/swasta;

17. Bahwa Penggugat pada akhirnya melaporkan Turut Tergugat | kepada
Ombudsman Republik Indonesia yang pada pokoknya Penggugat
mengeluhkan kinerja Aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
(Turut Tergugat 1) terkait dengan penundaan berlarut untuk dilakukan
pengukuran dan pemetaan 13 (tiga belas) bidang tanah milik Penggugat;

18. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan surathya Nomor:
0226/KLA/0338.2014/MKA.08/T.V/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014, telah
meminta klarifikasi | terkait dugaan penundaan berlarut pengukuran dan
pemetaan 13 (Tiga belas) bidang tanah an. Ny. Komang Ani Susana
(Penggugat), namun sampai dengan saat ini Turut Tergugat | belum juga
mau melaksanakan pengukuran;
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19. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 berdasarkan surat undangan
Nomor:1618/36.03-600/X1/2015 dilakukan pengukuran tanah, tetapi
dihalang-halangi oleh Tergugat bahkan Tergugat membentak dan
melakukan pengusiran secara kasar (bukti ada pada video di Youtube);

20. Bahwa salah satu dari 13 bidang tanah Penggugat yaitu bidang 141 sudah
didaftarkan dalam gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dan sudah
keluar Putusan dengan Nomor:713/Pdt.G/2021/PN.Tng dalam putusan
gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, salah satu Amar Putusannya
adalah “menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

21. Bahwa sehubungan dengan gugatan pokok maka Penggugat dalam
perkara a quo ini tidak mempermasalahkan klaim 13 (tiga belas) bidang
sebagaimana yang dimaksud point (2) dan Point (21) secara keseluruhan.
Akan tetapi dalam perkara gugatan ini Penggugat hanya mempersoalkan 2
bidang tanah saja yaitu tanah Bid.N0.155 dan tanah Bid.N0.139 adapun
tanah-tanah tersebut adalah:

1). Tanah seluas 8230 M2 (delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi),
yaitu yang diperoleh sebagai bukti kepemilikan dari proses jual beli
antara Penggugat dengan Ricky Indrajan Trisnadi dengan AJB
No0.2373/Legok/1994 persil No0.D4.D33 Blok 0.10 Kohir No.1434
RT.04/RW.04 Bid.No.155 terletak di Kelurahan Medang, Kecamatan
Legok (sekarang Kecamatan Pagedangan), Kabupaten Tangerang
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik PT Batik Keris.
Sebelah Timur : Tanah milik PT Batik Keris.
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Syam’uri / PT Batik Keris.
Sebelah Barat : Tanah milik Dewi.
Batas-batas tanah bidang 155 sesudah dikuasai dan dibangun ruko-
ruko oleh Tergugat.
Sebelah Utara : Tanah kosong milik Tergugat.
Sebelah Timur : Jalan Boulevard Gatot Subroto dan Ruko Times
Square Alicante.
Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Tergugat.
Sebelah Barat : Jalan Boulevard Gatot Subroto dan Ruko Alicante
Boulevard.

2). Tanah seluas 1648Mz2 (seribu enam ratus empat puluh delapan meter
persegi), jual beli antara Penggugat dengan Jana Bin Kepeng dengan
AJB No0.593/692/3b/IX/1991 persil D4.S.34 Kohir No.1473 Blok 0.10
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RT.04/RW.04 Bid.N0.139 terletak di Kelurahan Medang, Kecamatan
Legok (sekarang Kecamatan Pagedangan) Kabupaten Tangerang
dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah sawah kepunyaan Enung.
Sebelah Timur : Tanah kepunyaan PT Batik Keris.
Sebelah Selatan: Tanah kepunyaan Arsad.
Sebelah Barat : Tanah kepunyaan PT Batik Keris;
Batas-batas tanah bidang 139 sesudah dikuasai dan dibangun gerbang
masuk perumahan Alicante dan ruko oleh Tergugat.
Sebelah Utara : Jalan masuk perumahan.
Sebelah Timur : Ruko Alicante Boulevard dan Parkir mobil.
Sebelah Selatan : Jalan Boulevard Gatot Subroto.
Sebelah Barat : Taman.
Terhadap tanah-tanah Penggugat lainnya yang juga dikuasai Tergugat
akan Penggugat ajukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan secara
terpisah pada permohonan gugatan lainnya di Pengadilan Negeri Kelas IA;

22. Bahwa tanah Penggugat seluas 8230M2 (delapan ribu dua ratus tiga puluh
meter persegi) terletak di persil D4.D.33 Blok 0.10 Kohir No0.1434
No.Bid.155 Kelurahan Medang, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang
Penggugat peroleh berdasarkan Akta Jual Beli N0.2373/Legok/1994. Pada
saat Penggugat membeli tanah a quo ini merupakan daratan yang penuh
pohon rambutan dan tinggi tanah a quo saat itu dari Jalan Raya Boulevard
yang sekarang sekitar 3,5 Meter.

23. Bahwa tiba-tiba pada bulan Juni tahun 2012 secara tanpa hak dan melawan
hukum Tergugat mengupas, menggusur dan meratakan tanah milik
Penggugat yang berasal dari tanah adat Kohir 1434 dan Kohir 1473
kemudian Tergugat membangun Jalan Boulevard dan ruko-ruko diatas
tanah Penggugat hanya berdasarkan izin lokasi/site plan Nomor: 652.2/212-
RT DRT/2012 Tertanggal 9 Agustus 2012 dari Bupati Tangerang. Kemudian
ruko-ruko tersebut dijual ke Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV, Turut
Tergugat V dan ke Para Turut Tergugat VI. Padahal Tergugat belum pernah
melakukan kewajibannya berupa pembayaran ganti rugi atau pembebasan
lahan milik Penggugat;

24. Bahwa sebagian dari Ruko Times Square juga dibangun diatas tanah
Penggugat bidang 155 (Kohir No0.1434) dan Ruko-Ruko Times Square
adalah seperti pertokoan Plaza atas nama Paramount Land (Tergugat);
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25. Bahwa tanah Penggugat seluas 1648 M2 (seribu enam ratus empat puluh
delapan meter persegi) terletak di persil D4.S.34 Blok 0.10 Kohir N0.1473
RT.04 RW.04 No.Bid.139 terletak di Kelurahan Medang, Kecamatan Legok,
Kabupaten = Tangerang  Penggugat peroleh  berdasarkan  AJB
N0.593/692/Jb/IX/1991 tanah ini merupakan sawah darat (sawah kering)
tiba-tiba pada bulan Juni tahun 2012 dikuasai Tergugat dengan
membangun gerbang Alicante dan 3 buah ruko disebelahnya dan sudah
dijual ke pihak ke 3. Yaitu dijual kepada Turut Tergugat Il;

26. Bahwa Penggugat telah mengadukan perbuatan Tergugat dengan
Surat Nomor: 01/VI/ 2012 tertanggal 25 Juni 2012, perihal Perlindungan
Hukum dan Surat Pengaduan tertanggal 5 Juli 2012 perihal Permohonan
Pembatalan Sertifikat Hak Bangunan (HGB) atas nama PT Paramount
Serpong. Pengaduan mana telah tercatat atau diregistrasi di Badan
Pertanahan Nasional R.l. Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Banten berdasarkan Pengaduan Nomor LP/01/VII/PPSK/2012
tanggal 16 Juli 2012;

27. Bahwa Tergugat secara tanpa hak dan sewenang-wenang telah
membangun Jalan Boulevard dan membangun kurang lebih atau sekitar 21
buah ruko diatas tanah a quo (bidang 155) dan membangun gerbang masuk
perumahan Alicante dan 3 ruko disebelahnya diatas tanah a quo (bidang
139), hal ini merupakan Tindakan yang merampas hak milik orang lain
tanpa hak dan melanggar hak azasi manusia oleh karenanya merupakan
bentuk pelanggaran dan perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat | juga telah melakukan perbuatan
melanggar hukum yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan
rekayasa peta posisi tanah a quo kemudian melakukan pendaftaran tanah
sampai dengan terbitnya HGB diatas ke 2 bidang tanah a quo (bidang 155
dan bidang 139);

Tanpa sepengetahuan Penggugat tanah bidang 155 (Kohir 1434)
dimasukkan ke dalam surat ukur N0.146/12 kemudian didaftarkan ke dalam
HGB Global N0.5081 atas nama Tergugat;

Tanah a quo bidang 139 (Kohir 1473) dimasukkan ke dalam surat ukur
No0.145/12 kemudian didaftarkan ke dalam HGB Global N0.5080;

29. Bahwa Turut Tergugat | ketika melakukan proses pendaftaran hak
atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat tidak pernah meminta
kepada Penggugat selaku pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan
tanah yang dikuasai oleh Tergugat untuk menjadi saksi pada saat
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pengukuran,hal ini menyalahi ketentuan sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana
diatur di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 bahwa:
Pasal 18 menyatakan:
Ayat (1)
Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak
yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat
ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak
sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia
Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak
atas tanah yang berbatasan.
Ayat (2)
Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak
baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
Ayat (3)
Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau
Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau
bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar
situasi yang bersangkutan.
Ayat (4)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka
yang memberikan persetujuan.
Ayat (5)
Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal 19 menyatakan bahwa:
Ayat (1)
Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah
yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk
sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurt
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kenyataannya merupakan batas-batas  bidang tanah yang
bersangkutan.

Ayat (2)

Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan
tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya,
untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ayat (3)

Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk
mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Ayat (4)

Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibutuhkan catatan atau tanda
yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru
merupakan batas-batas sementara.

30. Bahwa dari penjelasan sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19
serta ayat yang terkait dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah telah jelas bahwa secara sistematis Tergugat
dan Turut Tergugat I, tidak mengindahkan atau mengabaikan hak orang
lain dalam hal ini Penggugat dalam melakukan proses pendaftaran hak
atas tanah, bahkan dengan sengaja mengaburkan tanah milik
Penggugat dengan tidak melibatkan dalam proses pengukuran batas-batas
tanah sebelum penerbitan sertifikat HGB atas nama Tergugat;

31. Bahwa tindakan Turut Tergugat | yang tidak melakukan upaya penyelesaian
masalah atas sikap ceroboh, tidak hati-hati dan tidak procedural yaitu
dengan tanpa dasar yang sah memberikan hak atas tanah kepada pihak
lain merupakan tindakan Maladministrasi, terlebih lagi berlarut larut dan
terjadi pembiaran atas permasalahan dan tidak memberikan kepastian
sehingga mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat dan di mata
hukum;

32. Bahwa tanah Penggugat seluas lebih kurang 8230 M2 (delapan ribu dua
ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Persil No. D4.D.33 Blok 0.10
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RT.04 RW.04 Kohir N0.1434 Bid.No.155 Kelurahan Medang, Kecamatan
Legok Kabupaten Tangerang, tanah dimaksud diperoleh Penggugat
berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor:2373/Legok/1994 dan tanah
seluas 1648M?2 yang terletak di persil No.D4./34 Blok 0.10 RT.04 RW.04
Kohir No0.1473 Bid.No139 Penggugat peroleh berdasarkan AJB
N0.593/692/Jb/IX/1991 sehingga Penggugat mohon agar Tergugat
untuk menyerahkan areal tanah tersebut tanpa syarat apapun, karena
tanah tersebut secara sah milik Penggugat;

33. Bahwa Ruko-Ruko Alicante Boulevard Blok A 70 sampai dengan Blok A 78
dan Ruko Alicante Boulevard Blok B 38, Blok B 39, Blok B 50 dan Ruko
Ruko Times Square unit 80118 sampai dengan unit 81618 yang dibangun
diatas tanah Penggugat mohon agar Turut Tergugat ll, Turut Tergugat I,
Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Para Turut Tergugat VI
menyerahkan areal tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat
apapun karena secara sah tanah tersebut milik Penggugat;

34. Bahwa Penggugat secara aktif telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) atas ke 2 bidang tanah a quo sampai saat ini yaitu bidang 155
dengan NOP:36.19.041.00.7.010-01550 dan bidang 139 dengan
NOP:36.19.041.007.010-0139 bahkan surat SPPT - PBB diatas tanah a quo
sejak membeli sampai dengan sekarang ini juga masih tercatat atas
nama Penggugat. Dengan demikian peta bidang tanah milik Penggugat
jelas tercatat dan terdata pada Kantor Pajak Kabupaten Tangerang;

35. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat datang ke kantor PBB
Tigaraksa Tangerang dan Penggugat menyaksikan sendiri di kantor PBB
terlihat gambar ruko-ruko diatas tanah a quo bidang 155 dan terlihat jalan
masuk perumahan Alicante diatas tanah Aquo bidang 139. Pada saat
melihat peta tanah Penggugat, pejabat PBB sempat kaget dan berkata “wah
tanah ibu bidang No0.155 sudah dibangun ruko-ruko, cepetan complain”
padahal Penggugat sudah mengetahui hal ini sejak tahun 2012 (bukti peta
akan Penggugat tunjukkan pada saat sidang pembuktian);

36. Bahwa penguasaan fisik dan bidang tanah secara tidak sah yang dilakukan
Tergugat tanpa melakukan atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat
dengan harga yang dikehendaki Penggugat serta membangun dan menjual
tanah Penggugat kepada pihak ke 3 adalah merupakan bentuk
Perbuatan Melawan Hukum, melanggar hak azasi manusia dan tidak
mengakui kepemilikan pihak lain dan bentuk arogansi perusahaan terhadap
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Penggugat. Turut Tergugat | sebagai instansi pemerintah seharusnya tidak
membiarkan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum itu terjadi;

37. Bahwa Bupati Tangerang telah pula meminta kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui surat Nomor: 590/3197-
HUK/2012 tertanggal 07 November 2012 dan Nomor: 5941/3557-HUK tanpa
tanggal Desember 2012 untuk melakukan pengukuran ulang guna
mengetahui letak posisi tanah termasuk tanah a quo bidang 155 dan bidang
139 namun hal ini tidak bisa dilakukan karena ada penghalangan dari
Satpam Tergugat;

38. Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dalam suratnhya
kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka menindaklanjuti
laporan Penggugat melalui surat Nomor: 973/326-Dipenda/2016 tanggal 21
April 2016 telah memberikan informasi dalam lampiran surat terkait
dengan data tanah milik Penggugat termasuk peta bidang yang dapat
menentukan batas-batas tanah milik Penggugat. Informasi mana juga
mencakup peta bidang Nomor Obyek Pajak yaitu N0.361904100701001550
(bidang tanah 155) dan N0.36.19.041.007. 010. 0139.0 (bidang tanah 139)
yang terdapat dalam data base milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Tangerang. Dengan demikian dokumen tersebut dapat membuktikan
kepemilikan tanah Penggugat, termasuk asal usul tanah, luasan tanah serta
batas-batas tanah;

39. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan Akta Jual Beli yang disampaikan
oleh Camat Legok, Kabupaten Tangerang melalui surat Nomor: 597/2/193-
Kec.Lgk/2021 tanggal 21 April 2021 kepada Penggugat telah
menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan di buku register PPATS
Kecamatan Legok, terdapat 12 (dua belas) berkas Akta Jual Beli yang
nama-namanya tercantum dari angka 1 (satu) sampai 12 (dua belas) benar
tercatat Dalam Buku Register PPAT Kecamatan Legok, termasuk tanah a
quo (bidang tanah 155 dan bidang tanah 139) yakni yang diperoleh dari
penjual tanah bidang 155 bemama Ricky Indrajana Trisnadi dengan AJB
No0.2373/Legok/1994 dan penjual tanah bidang 139 bernama Jana Bin
Kepeng dengan AJB N0.593/692/Jb/1X/1991;

40. Bahwa selaku warga negara yang baik Penggugat tetap memenuhi
kewajibannya membayar pajak selama 30 (tiga puluh) tahun atas ke 2
bidang tanah a quo sejak membeli lahan areal tanah yang saat ini dikuasai
tanpa hak oleh Tergugat. Sebagaimana bukti pembayaran PBB sampai
dengan tahun 2021;
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41. Bahwa untuk membuktikan kepemilikan masing-masing pihak Turut
Tergugat |, wajib memberikan dokumen terkait daftar riwayat
kepemilikan tanah Tergugat berikut peta bidang di dalam warkah HGB atas
nama Tergugat sebagaimana data fisik real di areal tanah yang
berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

42. Bahwa titik koordinat tanah a quo (bidang Nomor 155 dan bidang Nomor
139) telah dicari saat patok-patok tanah masih ada yaitu pada tahun 2011
yang secara factual sesuai dengan posisi tanah di kantor PBB dan sesuai
dengan peta Rincik tahun 1987 yang diberikan Alm. Lurah Romli pada saat
Penggugat membeli tanah bidang 139 (Jana Bin Kepeng) sehingga
walaupun sudah dibangun ruko sangat mudah bagi Penggugat untuk
mencari posisi tanah a quo yang sebenarnya;

43. Bahwa pada saat membeli tanah bidang 139 pada tahun 1991, dan tanah
bidang 155 tahun 1994 Penggugat telah pula memiliki gambar ukur yang
dibuat oleh lurah setempat kedua bidang tanah a quo dipatok cor dan pada
tahun 2011 ke 2 bidang tanah a quo koordinatnya sudah dicatat (dicari);

44. Bahwa tanah a quo bidang 139 (yang saat ini telah dibangun gerbang
masuk perumahan Alicante) posisinya berdekatan dengan tanah Penggugat
bidang 141 hanya terhalang 1 bidang tanah No0.140 sehingga sangat mudah
untuk menentukan posisinya terlebih lagi koordinat tanah bidang 139 sudah
dicari pada tahun 2011 saat patok masih ada;

45. Bahwa Penggugat mempunyai bukti 4 peta pembanding yaitu:

a) Peta asli milik Dinas Pendapatan Daerah;

b) Peta Rincik Desa Tahun 1987 (sesuai dengan peta Dispenda);

c) Peta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sesudah
direkayasa / dipalsu (peta ini asli didapat dari Kantor Turut Tergugat I);

d) peta milik Tergugat yang sudah direkayasa (peta ini diberikan oleh
Bapak Karno / Tergugat kepada H. Ecu);

Ternyata peta milik Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Turut

Tergugat I) ada perbedaan dengan peta yang sebenamya vyaitu Peta

milik Dispenda;

Dimana posisi tanah a quo dipeta Kantor PBB (Dispenda) berbeda dengan

posisi tanah dikantor Turut Tergugat I;

46. Bahwa tanah a quo bidang 155 dan bidang 139 yang sebenamya sudah
dibangun Ruko-Ruko dan Gerbang Masuk Perumahan Alicante oleh
Tergugat kemudian tanah a quo ditukar dengan tanah milik Tergugat
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berdasarkan peta dikantor BPN Kabupaten (Turut Tergugat I) yang sudah
direkayasa/dipalsu;

47. Bahwa Penggugat menyaksikan sendiri di Kantor Dispenda dan mengetahui
secara persis terdapat Perbedaan posisi tanah a quo (tanah bidang 155 dan
tanah bidang 139) yang berada kantor PBB dengan posisi tanah yang ada
di kantor Turut Tergugat [;

48. Bahwa permintaan beberapa instansi pemerintah dan lembaga negara
seperti Bupati Tangerang, Komnasham RI, Ombudsman RI dan hasil Gelar
Kasus oleh Kanwil BPN Provinsi Banten pada tanggal 6 Agustus 2012,
untuk melakukan pengukuran ulang namun beberapa permintaan instansi
pemerintah tersebuttermasuk lembaga negara tidak dilaksanakan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan alasan tidak diizinkan
oleh Tergugat. Alasan yang tidak menunjukkan instansi pertanahan sebagai
instansi yang independen dan obyektif dalam bertindak sehingga
mengurangi wibawa pemerintah dan jauh dari prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karenanya upaya yang
sistematis untuk tidak melakukan pengukuran ulang merupakan tindakan
Maladministrasi atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam hal
ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atau Turut Tergugat T |
yang tunduk pada kepentingan Tergugat;

49. Bahwa hasil gelar kasus oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten pada
tanggal 6 Agustus 2012 telah jelas memerintahkan untuk dilakukan
pengukuran ulang dan Penggugat sudah memenuhi kewajibannya
membayar biaya pengukuran, namun proses penerbitan Sertipikat HGB di
atas tanah a quo atas nama Tergugat tetap dilanjutkan;

50. Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten
Tangerang (Turut Tergugat 1) N0.3690/36.03-600/X11/2016 yang mana surat
ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Banten. Turut Tergugat | menerangkan (mengakui) bahwa pada
tanggal 25 Oktober 2012 diadakan Rapat Mediasi antara Penggugat dan
Tergugat di Setda Kabupaten Tangerang untuk membahas besamya ganti
rugi tanah a quo dan tidak ada kecocokan harga tetapi pada hari dan
tanggal yang sama oleh Turut Tergugat | ternyata diatas tanah a quo milik
Penggugat telah diterbitkan HGB N0.5080 tahun 2012 dan HGB No0.5081
tahun 2012 dengan SK Kakanwil BPN Prop. Banten tanggal 25 Oktober
2012 No.172/HGB/BPN/36/2012 atas nama Tergugat (tanah Penggugat
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Kohir 1434 dan Kohir 1473 belum dibayar / masih Mediasi tapi HGB diatas
tanah Penggugat sudah diterbitkan atas nama Tergugat);

51. Bahwa HGB No0.5080 th 2012 dan HGB No0.5081 th 2012 adalah
berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak milik Tergugat tetapi fisiknya
mengambil tanah milik Penggugat oleh karena peta di Kantor Turut
Tergugat | telah direkayasa (dipalsu), hal ini akan Penggugat buktikan pada
sidang pembuktian;

52. Bahwa Ombudsman sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI dengan No0.0140/KLA/0338
/2014/BS.02/TIM V/IV/2015 Perihal: Permohonan Pembatalan atas nama
PT Paramount Interprise International yang terletak di Kelurahan Medang,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

53. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan disposisi dari Menteri Agaria, agar
semua tanah Penggugat, termasuk tanah a quo diukur dan dipetakan dalam
peta Turut Tergugat | dan HGB diatas tanah Penggugat agar dibatalkan
karena belum clean and clear tetapi pada saat pelaksanaan pengukuran
pada tanggal 25 Oktober 2015 dihalang halangi oleh satpam dan orang
bayaran Tergugat padahal pada saat pengukuran disaksikan oleh pihak
Ombudsman. Bahkan sempat terjadi pengusiran yang dilakukan oleh
Tergugat;

54. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, telah
mengelabuhi konsumen dengan menjual ruko-ruko yang dibangun diatas
tanah milik orang lain/tanah a quo hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan
melawan hukum sehingga negara harus hadir dan menyampaikan dan
menyatakan kebenaran yang sebenarnya dan seadilnya;

55. Oleh Karena Di Dalam HGB No 5081 Terdapat Tanah Penggugat No
Bidang 155 Maka HGB No 5081 Harus Dinyatakan Tidak berkekuatan
hukum & Di Dalam HGB No 5080 Terdapat Tanah Penggugat No Bidang
139 Maka HGB NO 5080 Juga Harus Dinyatakan Tidak berkekuatan hukum;

56. Bahwa Tergugat bersama Turut Tergugat |, Telah melakukan
Maladministrasi karena terkait dengan rekayasa Peta Posisi Tanah
Penggugat di Blok 10. Sehingga Berbeda Dengan Posisi Yang
Sebenamya Maka Peta Blok 0.10 Di Kantor Turut Tergugat | harus
dinyatakan Tidak Sah;

57. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang cg. Dinas Tata Ruang dan
Bangunan cq Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
pintu (Turut Tergugat VII), telah melakukan tindakan melawan hukum
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dengan memberikan  Izin Mendirkan Bangunan (IMB) kepada
Tergugat diatas tanah Penggugat tanpa memeriksa secara teliti Riwayat
perolehan SHGB milik Tergugat. Seharusnya dalam pembuatan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) disesuaikan juga dengan peta Dispenda;

58. Akibat perbuatan Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat harus
mengeluarkan banyak biaya, waktu dan menjadi beban fikiran sehingga
mengakibatkan stres yang berakibat mengganggu Kesehatan hal ini sangat
merugikan Penggugat secara Immateril;

59. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ditegaskan bahwa
"tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu mengganti kerugian tersebut’. Dengan demikian Penggugat selaku
korban yang dirugikan atas nama keadilan berhak untuk meminta ganti rugi
baik secara material dan immaterial kepada Tergugat dan oleh karena
beralasan secara hukum maka sangat mendasar apabila permintaan
Penggugat tersebut dikabulkan Pengadilan Negeri Klas IA Tangerang;

E. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa kerugian material yang diderita  Penggugat akibat
perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp.296.340.000.000,00 (dua ratus
sembilan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan
asumsi apabila harga pasaran tanah peruntukan ruko saat ini
Rp.30.000.000,00/M2 (tiga puluh juta rupiah permeter persegi) pada obyek a
quo saat ini. untuk areal seluas 8230M2+1648Mz2= 9878M2 (sembilan ribu
delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dikalikan dengan
Rp.30.000.000,00;

2. Bahwa Tergugat telah mengupas tanah Penggugat yang awalnya setinggi
3,5 meter dan memakai tanah Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan
tahun 2022 tanpa membayar sewa sepeserpun, sehingga TERGUGAT
harus membayar biaya sewa senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) dengan asumsi membayar biaya sewa
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)ftahun;

3. Bahwa selan kerugian material, Penggugat juga telah menderita
kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya tidak dapat
dihitung, akan tetapi untuk dapat menentukan besamya nilai ganti rugi
immaterial tersebut, maka Penggugat meminta ganti rugi immaterial
yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
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4. Bahwa agar supaya Tergugat wajib melaksanakan amar putusan
Pengadilan  Negeri Tangerang ini, maka sudah sepatutnya
Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat
sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perhari setiap kali
keterlambatan;

5. Bahwa selain itu, Tergugat juga harus pula dihukum untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat
sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tangerang yang memeriksa dan
mengadili perkara Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir
beslaag) di atas tanah seluas lebih kurang 8230 m2 (delapan ribu dua ratus
tiga puluh meter persegi), terletak di Persil No. D4.D.33 Blok 0.10 RT.04
RW.04 Kohir No0.1434 Bid.No0.155 Kelurahan Medang, Kecamatan Legok
(sekarang Kecamatan Pagedangan) Kabupaten Tangerang berdasarkan
Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 2373/Legok/1994 tanggal 28 Desember 1994
dan tanah seluas lebih kurang 1648M?(seribu enam ratus empat puluh
delapan meter persegi) terletak di Persil No.D4.S.34 Blok 0.10 RT.04
RW.04 Kohir N0.1473 Bid.N0.139 Kelurahan Medang, Kecamatan Legok
(sekarang Kecamatan Pagedangan) Kabupaten Tangerang berdasarkan
Akta jual Beli (AJB) Nomor: 593/692/Jb/1X/1991 tanggal 20 September 1991
agar keadilan dapat diperoleh oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

F. PETITUM
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag)
dalam perkara ini;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas lebih
kurang 8230M2 (delapan ribu dua ratus meter persegi) terletak di
Persil No. D4.D.33 Blok 0.10 RT.04/RW.04 Kohir No0.1434, Kelurahan
Madang, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta
Jual Beli (AJB) Nomor: 2373/Legok/1994;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas
1648M2 (seribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) terletak
di Persil No. D4.5.34 Blok 0.10 RT.04/RW.04 Kohir No0.1473, Kelurahan
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Medang, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Akta
Jual Beli (AJB) Nomor: 593/692/Jb/IX/1991;

Menyatakan HGB No 5080 Tidak mempunyai kekuatan hukum;
Menyatakan HGB No 5081 Tidak mempunyai kekuatan hukum;
Menyatakan Peta HGB Blok 010 Desa Medang Tidak Sah;

Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat

© N o o

lll, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Para Turut Tergugat VI dan

Turut Tergugat VIl telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada
Penggugat senilai Rp.296.340.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh
enam miliiar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa selama 10
tahun senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial kepada
Penggugat sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

12. Menghukum  Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom)
kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
perhari apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA
Tangerang ini;

13.Menghukum Tergugat membayar segala biaya atas perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada har persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat |, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV,
Turut Tergugat V, Para Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII masing-masing
menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut
Tergugat Il tidak hadir dan tidak pula datang menghadap Kuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut pada tanggal 31 Maret
2022, tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 20 Juni 2022, bahwa ketidak hadiran
Turut Tergugat Il dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Claudia
Sepviani (Turut Tergugat VI) tidak hadir dan tidak pula datang menghadap
Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 31
Maret 2022 dan tanggal 29 April 2022, bahwa ketidak hadiran Claudia Sepviani

(Turut Tergugat VI) dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menunjuk Sahat Poltak Siallagan, S.H.,M.H., Mediator di
Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus
2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:
KOMPETENSIABSOLUT
A. MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI

TANGERANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI,

dengan alasan:

1. Seperti apa yang dapat dibaca dengan terang dan jelas, Penggugat
dalam surat gugatannya posita huruf D. Tentang Pokok Perkara angka 4,
29, 30, 31 dan 56, menyatakan seolah-olah Turut Tergugat | telah
melakukan tindakan Maladministrasi karena telah memberikan hak atas
tanah kepada Tergugat dan juga dalam petitum angka 5 dan 6 surat
gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan ini untuk
menyatakan HGB No. 5080 dan HGB No0.5081 milik Tergugat dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Penggugat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 57 jelas
menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang cg. Dinas Tata
Ruang dan Bangunan cq Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Turut Tergugat VII) telah melakukan tindakan
melawan hukum dengan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
kepada Tergugat diatas tanah Penggugat;

Penggugat didalam posita maupun petitum Surat Gugatannya telah

menyatakan menderita kerugian moril maupun materil akibat perbuatan

melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat | dan Turut Tergugat VII,

sehingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan mengadili perbuatan

melanggar hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah
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(ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD), harus diajukan dihadapan
Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Penggugat juga dalam Petitum gugatannya angka 8, telah meminta agar
pengadilan yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Turut Tergugat
I dan Turut Tergugat VIl telah melakukan perbuatan melawan hukum dan
karena dalam hal ini telah menyangkut produk-produk Pejabat Tata
Usaha Negara yaitu Pejabat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang cg. Dinas Tata Ruang
dan Bangunan cq Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang merupakan Pejabat-Pejabat yang berwenang masing-
masing untuk mengeluarkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Dalam Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG R.I mengenai pembatalan
sertipikat hak atas tanah yang diajukan di Pengadilan Negeri antara lain
kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6
Januari 1976
“‘Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang
administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga
pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”. dan
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31
Januari 1981;
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak
milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.
Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat
kemukakan diatas, karena penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan
surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a
quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang
memutuskan Sertipikat Hak Atas Tanah dan surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara, karenanya Tergugat berpendapat bahwa gugatan
Penggugat patut dipertimbangkan untuk ditolak, setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Seandainya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili

perkara ini tidak sependapat dengan alasan-alasan Eksepsi Absolut dari
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Tergugat diatas, Tergugat mohon menyampaikan Eksepsi-Eksepsi lainnya

sebagaimana yang Tergugat kemukakan lebih lanjut dibawah ini:

B. MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG BELUM WAKTUNYA

(PREMATUR)

Setelah Tergugat membaca secara seksama isi surat gugatan Penggugat

posita hur